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ABSTRAK 

 

Yunda Sapitri (2025) :  Implementasi   Good   Corporate   Governance   

pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah 

Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Pekanbaru 

menurut Ekonomi Syariah. 

 

     Penelitian ini di latar belakangi oleh menurunnya secara drastis 

penghimpunan dana ZIS pada tahun 2024 dibandingkan tahun-tahun 

sebelumnya, Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, diduga 

penyebab penurunan terdapat pada berkurang kepercayaan muzakki kepada 

LAZISMU kota Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan 

implementasi Good Corporate Governance pada LAZISMU Kota Pekanbaru, 

dan menjelaskan implementasi Good Corporate Governance pada LAZISMU 

Kota Pekanbaru menurut Ekonomi Syariah. 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (Field research) 

dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer 

dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui 

wawancara dengan Manager, staf, dan muzakki. Analisis data dilakukan 

melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, LAZISMU telah 

menerapkan prinsip-prinsip GCG. Kelima prinsip utama transparansi, 

akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran telah 

diimplementasikan dalam kegiatan kelembagaan, tetapi masih ada yang belum 

optimal, seperti kurangnya pemanfaatan media sosial secara optimal dan tidak 

diperbaruinya konten media secara rutin. Dari sisi ekonomi syariah, 

implementasi GCG di LAZISMU selaras dengan prinsip shidiq (jujur), 

amanah (dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan dengan jelas), dan fathanah 

(cerdas). Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan GCG di LAZISMU 

bukan hanya mencerminkan tata kelola modern, tetapi juga sejalan dengan 

nilai-nilai spiritual dan etika Islam. 

 

Kata  Kunci: Good Corporate Governance  (GCG), Implementasi, Ekonomi  

Syariah. 
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BAB I 

      PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemiskinan adalah kondisi di mana individu atau keluarga yang 

tengah menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, 

sementara di lingkungan sosial mereka tidak memberikan banyak peluang 

untuk menignkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan atau untuk keluar dari 

situasi rentan tersebut.
1
 Maka dari itu pemerintah sebagai sumber pendanaan 

di Negara ini memiliki gagasan berupa program pendistribusian zakat, infaq, 

shadaqah (ZIS), hal ini sebagai usaha pemerintah untuk menekan angka 

kemiskinan di Negara ini. ZIS memiliki potensi yang besar untuk menjadi 

sumber pendanaan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pembentukan 

modal tidak hanya bergantung pada sumber daya alam, tetapi juga dapat 

diperoleh melalui sumbangan wajib dari individu yang mampu.
2
 Selain itu, 

diharapkan dapat memberikan dampak yang kuat terhadap kesehatan 

perekonomian secara menyeluruh.
3
 

Di Indonesia mayoritas penduduknya menganut agam islam, memiliki 

peran penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat,salah satunya 

melalui penggunaan sistem keuangan Islam yaitu zakat. Zakat di Indonesia 

bisa menjadi salah satu potensi dalam peningkatatan kesejahteraan rakyat yang 

                                                      
1
 Adawiyah El Sa‟diyah, “Kemiskinan Dan Faktor Penyebabnya”, dalam  jurnal Sosial 

Work and Social Service, VOL 1. April (2020), h. 45. 
2
 Ahmad Toharul Anwar, “Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat‟, 

ZISWAF”  Jurnal Zakat Dan Wakaf, VOL 5.,No 1., (2018), h. 4. 
3
 Sulistyowati, “Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Dalam  

Perspektif Islam”, dalam Jurnal Wadiah, VOL 5., No 1., (2021), h. 39 
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tersalurkan dalam pembuatan program selaras dengan Sustainable 

Development Goals (SDGs). Yakni 17 tujuan pembangunan global, 

diantaranya yaitu penghapusan ke 

Angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Indonesia terus 

mengalami penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 

maret 2024, angka kemiskinan di Indonesia sebesar 7,29 persen. Angka ini 

telah mengalami penurunan sebesar 0,33 persen yang mana semula pada bulan 

maret 2024 angka kemiskinan sebesar 9,03 persen. Angka kemiskinan 9,03 

persen ini merupakan angka terendah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Di 

Indonesia zakat memiliki potensi nasional tahun 2024 mencapai kisaran 327 

Triliun. Dengan adanya potensi zakat ini bisa membantu meningkatkan 

kesejahteraan jika dana zakat dikelola oleh Lembaga dengan baik dan 

optimal.
4
 

Zakat sebagai rukun kedua islam ketiga merupakan instrumen utama 

dalam ajaran Islam yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari 

tangan orang kaya kepada orang miskin. Dalam prinsip Islam, kekayaan harus 

menyandang sistem kesejahteraan yang bertumpu pada zakat sebagai bentuk 

syukur atas segala anugrah dari tuhan. Selain sebagai sarana untk menyucikan 

jiwa dan harta, zakat juga merupakan tip bagi jaminan perlindungan, 

pengembangan, pengaturan dan peredaran serta distribusi kekayaan. 

Islam mengendalikan dengan jelas tentang pengelolaan harta zakat, 

seperti yang diperintahkan Allah didalam Surah At-Taubah ayat 103: 

                                                      
4
Nur Dinah Fauziah Nunuk. “Analisis Peran Sistem Zakat Dalam Tujuan Sustainable 

Developments Goals (SDGS)”. Jurnal Al-Tsaman. Vol 2 No 2, 2020, h. 135 
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ٌَّ صَهٰٕذكََ عَ  ىْْۗ اِ ِٓ صَمِّ عَهَيْ َٔ ا  َٓ ىْ تِ ِٓ يْ ذضَُكِّ َٔ ُْىْ  شُ ِّٓ ىْ صَذلََحً ذطَُ ِٓ انِ َٕ ٍْ ايَْ ُ خُزْ يِ اللّٰه َٔ ىْْۗ  ُٓ ٌٍ نَّ كَ

يْ  ًِ عَهِيْىٌ  عَ  

Artinya : “Ambillah  zakat  dari  sebagian  harta mereka, dengan zakat itu 

kalian mensterilkan dan mensucikan mereka serta mendoalah buat mereka. 

Sebetulnya Doa kamu itu (jadi) ketenteraman jiwa untuk mereka. Serta 

Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.
5
 

 

Tidak hanya zakat, Islam juga mengajarkan pada umatnya untuk 

menyisihkan harta yang dinilai berlebih untuk orang yang membutuhkan 

melalui infaq dan shadaqah, seperti yang sudah tertulis dalam Al-Qur'an, 

Surat Al-Hadid ayat 7:  

 َٔ ُْكُىْ  ا يِ ْٕ ٍَ اٰيَُُ ِّْۗ فَانَّزِيْ ٍَ فِيْ غْرخَْهفَِيْ ا جَعهَكَُىْ يُّ ًَّ ا يِ ْٕ َْفِمُ اَ َٔ  ّٖ نِ ْٕ سَعُ َٔ  ِ ا تاِللّٰه ْٕ ىْ اجَْشٌ اٰيُُِ ُٓ ا نَ ْٕ َْفمَُ اَ

 كَثِيْشٌ 

Artinya : “Berimanlah kamu  kepada  Allah  dan Rasul-Nya dan 

nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu 

menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan 

menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”.
6
  

 

Ayat-ayat diatas menunjukkan bahwa ZIS bukan sekedar kewajiban, 

tetapi juga sebagai instrumen sosial yang dapat digunakan untuk 

memperkuat ekonomi masyarakat, mengentaskan kemiskinan, dan 

mengurangi kesenjangan sosial. 

 

Oleh karena itu, dibutuhkan lembaga ataupun badan yang handal di 

dalam mengelola serta menyalurkan dan tersebut suppaya bermanfaat. 

Keberhasilan zakat tergantung pada pengelola zakat tersebut dalam 

                                                      
5Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: PT. Suara Agung, 2005), 

Surah At-Taubah (11): 103, h.255. 
  
6
Ibid., Surah Al-Hadid (27):7, h 1064. 
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merencanakan, menghimpun, dan mendistribusikannya. Semakin banyak 

daerah yang meningkatkan kesejahteraan melalui kesadaran di bidang ZIS 

dapat mendorong lembaga manapun untuk bekerja lebih efesien dan 

mengefektifkan pengelolaan dana. Tata kelola yang baik dan professional 

serta penyaluran dana yang lebih produktif tampaknya menjadi salah satu 

cara yang paling efektif untuk merentas kemiskinan dan kesejahteraan umat. 

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga yang mengelola dana 

masyarakat tergolong mampu dan menyalurkan dana tersebut kepada 

masyarakat atau pihak yang tidak mampu sesuai petunjuk Al-Qur`an. 

Pelayanan yang baik menjadi kunci agar dapat terlaksana sesuai dengan 

salah satu aturan yang telah ditetapkan, sehingga meminimalisir dampak 

negatif yaitu hilangnya muzakki.
7
 Serta untuk menjalankan organisasi atau 

bisnis dengan segala permasalahannya itu diperlukan manajemen yang 

dilakukan secara sadar dan terus-menerus secara berkesinambungan.
8
  

Demi tercapainya target atau tujuan pada pengelolaan zakat, maka 

terbentuklah suatu instansi yang menaungi pengelolaan tersebut yaitu 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Selain BAZNAS, didirikannya 

instansi serupa yang bergerak di bidang yang sana yaitu Lembaga Amil 

Zakat (LAZ), pendiri lembaga ini adalah pihak swasta dan disahkan oleh 

                                                      
7
 Sulistyowati et al., „The Urgence of Reputation Risk Management of The Amil Zakat 

Institution‟, International Conference of Islamic Economics and Business VOL 2, No. 8,Vol 

(2022), h. 206. 
8
 Sulistyowati, „Pengelolaan PeterRas Petelur Dalam Meningkatkan Pendapatan Ditinjau 

dari Manajemen Bisnis Syariah‟, Journal of Management and Sharia Business, VOL 2., No 2., 

(2022), h. 89. 
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kementrian atau pejabat yang berwenang.
9
 LAZ tidak hanya menerima 

uang zakat dari muzakki, tetapi juga dapat diharapkan sebagai lembaga 

yang memperkuat perekonomian negara melalui penerapan tata kelola 

yang baik, dan melakukan operasi terprogram secara sistematis 

berdasarkan sistem informasi yang akurat. 

Hal tersebut diharapkan LAZ dapat menjadi lembaga pengontrol 

zakat melalui penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam 

kegiatan penghimpunan, pendistribusian agar memperkuat kepercayaan 

publik. Pernyataan Christian Herdinata, untuk mencapai tata kelola 

perusahaan yang unggul diperlukan pengembangan dan implementasi 

pembentukan sistem pengendalian internal yang tepat sehubungan dengan 

penyediaan data yang akurat.10 Penguatan kinerja lembaga zakat tersebut 

dapat diperkuat dengan menerapkan prinsip tata kelola baik sehingga LAZ 

berfungsi sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dalam bidang 

pengelolaan zakat dengan harapan dapat memenuhi tanggung jawabnya 

dengan baik sesuai dengan tujuan organisasi LAZ.11 Akan tetapi, 

penghimpunan dana masih belum optimal secara keseluruhan, hal ini 

mempunyai alasan seperti banyaknya lembaga amil zakat pada tahun ini 

yang masih belum memiliki izin. Hal tersebut berpengaruh pada 

kepercayaan masyarakat yang rendah untuk mendistribusikan hartanya 

                                                      
9
 Holil, „Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi‟, 

Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 10, No.1 (2019), 13–22. 
10

 Irlan Ferly, „Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Pertimbangan Etis, Pengambilan 

Keputusan Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Sistem Pengendalian Internal‟, Business, 

VOL 6., No 2., (2021), h. 50 
11

 Yusuf Bachtiar and Imelda Dian Rahmawati, „Analysis of Good Corporate Governance 

(GCG) at Amil Zakat Institutions‟, Academia Open, VOL 8., (2023), 20. 
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kepada lembaga tersebut. Mereka lebih memilih untuk terjun langsung 

dalam mendistribusikan dana zakat tersebut ke mustahiq tanpa perantara 

instansi yang terkait. 

Namun, efektivitas dana ZIS dalam pengentasan kemiskinan sangat 

bergantung pada pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga zakat-zakat. 

Dalam hal ini, Lembaga Amil Zakat (LAZ) memilikik peran penting. 

Lembaga penghimpun dana zakat yang berizin di kota Pekanbaru salah 

satunya yaitu Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah 

(LAZISMU). LAZISMU Pekanbaru didirikan oleh Pimpinan Daerah 

Muhammadiyah kota pekanbaru pada tanggal 20 April tahun 2011 dengan 

penerbitan SK No. 031/KEP/III.0/D/2011. Lembaga ini juga menjadi 

lembaga yang aktif di tingkat Nasional dengan memberdayakan 

masyarakat yang kurang mampu melalui program dana amal yang 

dihimpun secara produktif milik perorangan, lembaga, perusahaan dan 

lainnya.
12

 LAZISMU Pekanbaru memiliki tugas dan wewenang untuk 

mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat, infaq, shadaqah dan 

dana lainnya di wilayah Pekanbaru perkembangan baik di tunjukkan oleh 

LAZISMU Pekanbaru dengan jumlah perolehan dalam menghimpun zakat 

yang yang selalu mengalami peningkatan disetiaptahunnya. Adapun 

jumlah penghimpunan dana zakat, infaq, shadaqah LAZISMU dari tahun 

2020-2024 sebagai berikut: 

 

                                                      
12

 https://lazismupekanbaru.org/, diakses pada 10 November 2024 

https://lazismupekanbaru.org/,%20diakses
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Tabel I.1 

Data Penghimpunan Dana Zakat LAZISMU Kota Pekanbaru 

NO TAHUN JUMLAH DANA ZAKAT 

1 2020 1.936.399.423 

2 2021 1.794.129.763 

3 2022 2.274.070.873 

4 2023 1.964.511.230 

5 2024 848.301.135 

Sumber: Laporan Tahunan, 2025 

Penurunan drastis pada tahun 2024 ini menjadi indikator adanya 

kemungkinan turunnya kepercayaan muzakki terhadap LAZISMU 

Pekanbaru. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola dan manajemen 

lembaga diduga belum optimal, terutama dalam menerapkan prinsip Good 

Corporate Governance (GCG). 

  Menurut Keputusan Menteri (KEPMEN) BUMN No.KEP-

117/MMBU/2002 tentang penerapan praktek Good Corporate Governance 

pada BUMN tanggal 31 Juli 2002 pada pasal 3 terdapat 5 prinsip GCG 

yang menjadi bahan penelitian yaitu transparansi, akuntabilitas, 

responsibilitas, independensi, dan fairness. Lima prinsip ini akan di analisa 

penerapannya di LAZISMU Pekanbaru. LAZISMU Pekanbaru adalah 

salah satu lembaga lazis yang dimiliki oleh organisasi masyarat terbesar 

penghimpunannya.  

Melihat begitu pentingnya penerapan Good Corporate Governance 

(GCG) terhadap sebuah lembaga keuangan serta fenomena ZIS yang 
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belum memiliki tata kelola yang baik sehingga menyebabkan kurang 

optimalnya pengelolaan dana ZIS. Maka penulis akan mengambil judul 

“IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA 

LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SHADAQAH 

MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KOTA PEKANBARU MENURUT 

EKONOMI SYARIAH”. 

B. Batasan Masalah 

Untuk memastikan penelitian ini lebih terarah dan mencapai tujuan 

yang diinginkan, penulis membatasi permasalahan penelitian yaitu 

Bagaimana Implementasi Good Corporate Governance pada Lembaga 

Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Pekanbaru 

menurut Ekonomi Syariah. 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, penulis 

merumuskan masalah yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang 

lebih sistematis dan mendalam, yaitu:  

1. Bagaimana Implementasi Good Corporate Governance Pada Lembaga 

Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota 

Pekanbaru? 

2. Bagaimana Implementasi Good Corporate Governance pada Lembaga 

Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Pekanbaru 

menurut Ekonomi Syariah? 
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D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, tujuan 

penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk menjelaskan Implementasi Good Corporate Governance Pada 

Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota 

Pekanbaru? 

2. Untuk menjelaskan Implementasi Good Corporate Governance pada 

Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota 

Pekanbaru menurut Ekonomi Syariah? 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Secara teoritis, yakni untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan 

memperluas wawasan bagi penulis. Khususnya mengenai gambaran 

pengetahuan tentang implementasi Good Corporate Governance serta 

dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan 

tema yang sama namun dengan variabel yang berbeda. 

2. Secara praktis, yakni dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk dapat 

meningkatkan pengetahuan bagi para staff LAZISMU dan muzaki, 

khususnya dalam memberikan informasi mengenai implementasi Good 

Corporate Governance. 

3. Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat dijadikan sebagai 

sumbangsih kepustakaan Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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4. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) pada program strata satu 

(S1) jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

F. Sistematika Penulisan  

              Sistematika merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang 

menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam penulisan sistematika 

ini akan disajikan secara menyeluruh untuk memudahkan dalam melakukan 

penulisan dan memahami penelitian ini ditulis dalam sistematika sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika 

penulisan. 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA 

Dalam bab ini terdiri dari implementasi, konsep GCG, manfaat 

penerapan GCG, tujuan penerapan GCG, prinsip-prinaip GCG, 

GCG menurut ekonomi syariah, prinsip GCG menurut ekonomi 

syariah, definisi zakat infaq sedekah, penelitian terdahulu, dan 

kerangka berpikir. 

BAB III:  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, 

subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik 
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pengumpulan data, dan analisis data 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisikan hasil penelitian yang berisi Implementasi 

Good Corporate Governance pada LAZISMU, bentuk Good 

Corporate Governance pada LAZISMU, dan mplementasi Good 

Corporate Governance pada LAZISMU menurut ekonomi syariah. 

 BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

 Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Implementasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata 

implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan
13

.Implementasi menurut 

teori Jones bahwa “Those activities directed toward putting a program into 

effect” (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). 

Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan 

ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat 

mencapai tujuannya.
14

 

Menurut Usman implementasi adalah bermuara pada aktivitas, 

aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan 

sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai 

tujuan merupakan suatu proses penerapan kegiatan.
15

 Guntur Setiawan 

berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling 

menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk 

mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi, yang 

efektif.
16

 

                                                      
13

 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online melalui Https://kbbi.web.id/implementasi, 

diakses pada 22 November 2024 pukul 21:30. 
14

 Mulyadi,Implementasi kebijakan(Jakarta:Balai Pustaka,2015), h.45. 
15

 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta: Grasindo, 2020), 

h.70 
16

 Guntur Setiawan, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan(Jakarta: Balai Pustaka, 

2016), h.29. 

https://kbbi.web.id/implementasi
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Berdasarkan penjelasan dari berbagai sumber yang telah 

disebutkan, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah proses atau 

tindakan menerapkan suatu teori, metode, atau kebijakan yang telah 

direncanakan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. 

Implementasi mencakup berbagai aktivitas yang berorientasi pada 

tindakan nyata, di mana terdapat interaksi yang efektif antara tujuan yang 

ingin dicapai dan tindakan yang dilakukan. Proses ini juga memerlukan 

adanya jaringan pelaksana dan mekanisme yang terstruktur untuk 

memastikan pencapaian tujuan secara efisien dan efektif. Dengan 

demikian, implementasi bukan hanya sekadar menjalankan aktivitas, 

melainkan merupakan serangkaian tindakan yang dirancang secara 

strategis dan terkoordinasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. 

2. Konsep Good Corporate Governance (GCG) 

Secara umum istilah Good Corporate Governance merupakan 

sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari 

mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan 

(hard definition), maupun ditinjau dari “nilai-nilai” yang terkandung dari 

mekanisme pengelolaan itu sendiri (soft definition). 
17

 

Menurut Komite Caburry, Good Corporate Governance adalah 

prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai 

keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam 

memberikan pertanggungjawabannya kepada Shareholders pada 

                                                      
17

 Dedi Kusmayadi dkk, Good Corporate Governance (GCG).(Tasikmalaya: LPPM 

Universitas Siliwangi,2015), h.8 
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khususnya, dan kepada para Stakeholders pada umumnya. Sedangkan 

OECD (Organisation for Economic Corporation and Development) dan 

FCGI (Forum for Corporate Governance di Indonesia) mendefinisikan 

good corporate governance sebagai perangkat peraturan yang menetapkan 

hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, 

karyawan serta pemangku kepentingan lainnya sehubungan dengan hak-

hak dan kewajiban mereka. Atau dengan kata lain sistem yang 

mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. 
18

 

Menurut pasal 1 Surat KEPMEN BUMN No. KEP-117/M-

MBU/2002, mendefinisikan good corporate governance adalah sistem tata 

cara yang diterapkan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan 

bisnis dan tanggung jawab perusahaan, dengan tujuan mewujudkan nilai 

jangka panjang bagi pemegang saham sambil tetap memperhatikan 

kepentingan para stakeholder lainnya, berdasarkan aturan dan nilai-nilai 

etika.
19

 

 Secara umum, pengertian good corporate governance yang 

didefenisikan oleh Komisi Kebijakan Pemerintah Negara (KNKG) adalah 

good corporate governance organisasi yang menerapkan prinsip 

traparency (keterbukaan), accountability (akuntabilitas), responsibility 

(tanggungjawab), indepedence (kemandirian), dan fairness (kewajaran).
20

 

                                                      
18

  Hendrik Manosoh, Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas  

Laporan Keuangan, (Bandung: PT Norlive Kharisma Indonesia,2016), h.15 
19

 Dedi Kusmayadi dkk . Op.Cit,.h 10.   
20

 Mahyuddina Almas dan Bahrina Almas, “Analisis Penerapan Good Corporate 

Governance dalam Pengelolaan Zakat pada LAZNAS Yatim Mandiri Jember,” dalam Jurnal Ilmu 

Administrasi Bisnis, Volume 6., No 2., Desember (2023), h.161. 
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Dari beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa 

Good Corporate Governance (GCG) adalah sistem pengelolaan 

perusahaan yang berlandaskan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, 

tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran. Tujuan utamanya adalah 

untuk mencapai nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan menjaga 

kepentingan pemangku kepentingan lainnya melalui praktik bisnis yang 

profesional dan etis 

3. Manfaat Penerapan Good Corporate Governance (GCG) 

Penerapan prinsip tata kelola yang baik membawa banyak manfaat 

bagi perusahaan atau organisasi. Para ahli menekankan bahwa prinsip tata 

kelola perusahaan diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah dalam 

pengelolaan. Pemangku kepentingan, termasuk pengambil keputusan, 

operator, dan peneliti, umumnya sepakat bahwa peningkatan tata kelola 

perusahaan dapat dicapai melalui pembentukan komite audit, peningkatan 

transparansi, penambahan komisaris independen, penguatan hubungan 

dengan investor, serta memberikan insentif berdasarkan kinerja 

perusahaan. 

Para ahli berpendapat bahwa prinsip-prinsip good corporate 

governance diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah dalam 

pengelolaan perusahan. Banyak pihak, seperti pembuat kebijakan, praktisi, 

dam akademisi, meyakini bahwa perbaikan GCG harus dilakukan, 

misalnya dengan membentuk komite audit, meningkatkan transparasnsi 

informasi, keberadaan komisaris independen, meningkatkan hubungan 
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dengan investor, dan mengaitkan remunerasi dengan kinerja perusahaan.  

Komunitas investor institusi berasumsi bahwa meningkatkan tata 

kelola perusahaan (good corporate governance) maka akan meningkatkan 

kinerja dari pada penghambat pengembangan perusahaan. Sementara itu, 

Menurut Wilson Arafat, good corporate governance menawarkan empat 

manfaat, antara lain:  

a. Meningkatkan efesiensi operasi perusahaan dan lebih meningkatkan 

kinerja perusahaan dengan menciptakan proses pengambilan keputusan 

yang lebih baik. 

b. Corporate value atau meningkatkan nilai perusahaan. 

c. Meningkatkan kepercayaan investor. 

d. Pemegang sahan atau yang menaruh dana ke perusahaan puas dengan 

kinerja perusahaan karena meningkatkan nilai pemegang saham dan 

dividen. 
21

 

4. Tujuan Penerapan Good Corporate Governance (GCG)  

Implementasi tata kelola dan sistem kontrol memiliki beberapa 

tujuan. Beberapa tujuan yang dicapai dengan menerapkan sistem tata 

kelola perusahaan adalah sebagai berikut: 

Penerapan mekanisme corporate governance digarapkan mampu 

mengurangi permasalahan yang muncul akibat konflik keagenan. Hal ini 

akan memberikan rasa aman bagi semua pemegang saham serta investor 

lainnya, kaerna hak-hak mereka diakui dan dilindungi. Manajemen dan 

                                                      
21

 Kusmayadi dkk, Op. Cit. h.12. 



17 

 

 

 

pemegang saham mayoritas yang mengendalikan perusahaan harus 

bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga mereka tidak 

lagi dapat mengekploitasi keterbatasan informasi yang dimiliki oleh 

investor. Kepercayaan antara pmilik dana dan pengelola perusahaan, yang 

diatur dalam mekanisme tata kelola perusahaan yang baik, diharapkan 

dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Keadaan ini 

akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik pemilik dana 

maupun pengelola perusahaan. 

Selain itu, peningkatan kesadaran akan praktik Good Corporate 

Governane akan mendorong trasparansi dalam perusahaan. Investor akan 

menghargai informasi lengkap yang disajikan perusahaan, karena hal ini 

akan membantu mereka dalam mengevaluasi kinerja serta prospek 

perusahaan dimasa depan.
22

 

Selain itu, kesadaran akan praktik ini berkontribusi pada transparan 

perusahaan. Pemiik dana menghargai nilai kelengkapan informasi yang 

diberikan perusahaan untuk menilai kinerja perusahaan dan prospek ke 

depan. Dan penerapan prinsip good corporate governance mendorong 

terciptanya persaingan yag sehat dalam suasana keterbukaan informasi. 

Oleh karena itu, jika semua perusahaan mengadopsi mekanisme tata kelola 

perusahaan yang baik, diharapkan kinerja perusahaan Indonesia akan 

meningkat. 

 

                                                      
22

 Sugeng Suroso,Good Corporate Governane, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 

2022), h.24. 
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5. Pinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)    

Menurut Ken dan Shaw, terdapat empat komponen penting dalam 

konsep tata kelola perusahaan yaitu, keadilan, transparansi, akuntabilitas, 

dan tanggung jawab. Komponen-komponen tersebut sangat penting karena 

prinsip-prinsip GCG senantiasa diterapkan bisa sebagai cara untuk 

menghambat rekayasa kinerja serta meningkatkan kualitas laporan 

keuangan, karena laporan keuangan tidak bisa menjadi cerminan nilai-nilai 

inti perusahaan atau fundamental dalam suatu perusahaan.  

Berdasarkan pedoman umum Good Corporate Governance 

Indonesia, yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance 

(KNKG, 2002), ada lima asas, yaitu sebagai berikut: 

a. Tranparency (Keterbukaan)  

Prinsip dasar dalam asas transparansi adalah perusahaan harus 

menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang 

mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan dalam 

menjalankan bisnisnya. Lebih lanjut lagi, perusahaan harus 

mengambil inisiatif utuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang 

disyaratkan oleh perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting 

untuk mengambil keputusan oleh pemegnag saham, kreditur, dan 

pemangku kepentingan lainnya. 

Asas transparansi dalam pedoman pelaksanaan GCG berarti 

perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, 

memadai, jelas, akurat, dapat diperbandingkan, dan mudah diakses 
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oleh pemangku kepentingan sesuai dengan hak mereka.  

b. Accountability (Akuntabilitas) 

Prinsip ini mengandungn makna bahwa perusahaan harus 

dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan 

wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan 

sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap 

memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku 

lainnya. 

Berikut adalah prinsip dasar tata kelola perusahaan yang baik 

(GCG), sebagai berikut: 

1) Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab 

masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara 

jelas serta selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, dan 

strategi perusahaan. 

2) Perusahaan harus memastikan bahwa semua organ perusahaan dan 

semua karyawan memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas, 

tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG. 

3) Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian 

internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. 

4) Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran 

perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan. 

5) Perusahaan harus memiliki sistem penghargaan dan sanksi 

(reward and punishment system) yang adil. 
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6) Setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang 

pada etika bisnis dan pedoman perilaku (code of conduct) yang 

telah disepakati dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya. 

c. Responsibility (Pertanggungjawaban) 

Pertanggungjawaban merupakan suatu sikap bahwa perusahaan 

harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan 

tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat 

terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat 

pengakuan sebagai good corporate citizen. Dalam pelaksanaanya, organ 

perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan 

peraturan perusahaan (by-laws). Dan perusahaan juga harus 

melaksanakan tanggungjawab sosial, antara lain peduli terhadap 

masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar perusahaan 

dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. 

   d. Indepedency (Kemandirian) 

Prinsip dasar untuk melancarkan pelaksanaan asas 

independesi, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga 

masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak 

dapat diintervensi oleh pihak lain. Pedoman pelaksanaan asas ini adalah 

bahwa masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya 

dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan 
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tertentu, bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari 

segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat 

dilakukan secara obyektif. Kemudian, masing-masing organ perusahaan 

harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar 

dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau 

melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain. 

e. Fairness (Kewajaran)  

Prinsip dasar berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan bahwa 

dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa 

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan 

lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Dalam pelaksanaan 

prinsip ini, Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku 

kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat 

bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi 

sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-

masing. Juga, perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan 

wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan 

kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
23

 

6. Good Corporate Governance Menurut Ekonomi Syariah 

Good Corporate Governance (GCG) menurut ekonomi syariah 

yaitu suatu tata kelola yang baik bukan hanya bertujuan pada efesiensi dan 

peningkatan nilai lembaga, tetapi juga merupakan wujud tanggung jawab 

                                                      
23

 Hendrik Manossoh, Op. Cit,. 23-27. 
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spritual seorang pengelola terhadap amanah Allah SWT. Dalam ekonomi 

syariah, penerapan tata kelola yang baik dipandang sebagai bentuk ibadah 

dan cerminan peran manusia sebagai khalifah yang berkewajiban menjaga 

dan mengelola harta umat secara amanah. 

 Islam mempunyai konsep yang jauh lebih lengkap dan sangat 

komprehensif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk etika dan 

integritas dalam menjalankan amanah. Akhlakul karimah dan ketaqwaan 

kepada Allah SWT menjadi fondasi yang kuat untuk mencegah prilaku 

tidak jujur serta tindakan yang bertentangan dengan prinsip moral.
24

 

Dalam konteks modern, prinsip Good Corporate Governance 

(GCG) memiliki keselarasan dengan ajaran islam, sebagaimana yang 

tercermin dalam hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah 

r.a yang berbunyi :  

ٌْ يرُمَُِّْ لًً أَ ًَ مَ أحََذكُُىْ عَ ًِ َ يحُِةُّ إرِاَ عَ ٌَّ اللَّّٰ   إِ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan 

suatu pekerjaan dengan baik.” 
25

 

 

Hadits ini menegaskan pentingnya profesionalisme, tanggung 

jawab, dan kualitas dalam bekerja, yang menjadi elemen kunci dalam 

penerapan GCG.
26
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h. 395. 
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 Muqorobin menyatakan bahwa Good Corporate Governance 

dalam Islam harus mengacu pada prinsip-prinsip berikut ini : 

a. Tauhid 

Tauhid merupakan fondasi utama seluruh ajaran islam. Tauhid 

menjadi dasar seluruh konsep aktivitas umat islam, baik dibidang 

ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Dalam Al-Qur‟an disebutkan 

bahwa tauhid merupakan filsafat fndamental dari ekonomi islam, 

sebagaimana firman Allah dalam surat Az Zumar ayat 38 :  

 ٍْ ٌَ يِ ْٕ ا ذذَْعُ ُْۗ لمُْ افَشََءَيْرىُْ يَّ ٍَّ اللّٰه نُ ْٕ الْْسَْضَ نَيمَُ َٔ خِ  ٰٕ ًٰ ٍْ خَهكََ انغَّ ىْ يَّ ُٓ ٍْ عَانَْرَ نىَِٕ َٔ

 ٍَّ ُْ َْمْ  حٍ  ًَ ْٔ اسََادََِيْ تشَِحْ ٖٓ اَ ِٖ ٍَّ كٰشِفٰدُ ضُشِّ ُْ َْمْ  ُ تِضُشٍّ  ٌْ اسََادََِيَ اللّٰه ِ اِ ٌِ اللّٰه ْٔ دُ

 ًَ غِكٰدُ سَحْ ًْ ٌَ يُ ْٕ هُ كِّ َٕ َ ر ًُ كَّمُ انْ َٕ َ ِّ يرَ ُْۗ عَهيَْ ْۗ لمُْ حَغْثِيَ اللّٰه ّٖ رِ  

Artinya: “Sungguh, jika engkau (Nabi  Muhammad)   bertanya kepada  

mereka (kaum musyrik Makkah) siapa yang menciptakan langit dan 

bumi, niscaya mereka menjawab, “Allah.” Katakanlah, “Kalau begitu, 

tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah jika Allah 

hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka 

(sesembahan itu) mampu menghilangkan bencana itu atau jika Allah 

hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah 

rahmat-Nya” Katakanlah, “Cukuplah Allah (sebagai pelindung) 

bagiku. Hanya kepada-Nya orang-orang yang bertawakal berserah 

diri”
27

 

 

            Tauhid merupakan bentuk penyerahan diri secara utuh kepada 

kehendak Allah SWT, baik dalam aspek ibadah maupun dalam urusan 

muamalah. Oleh karena itu, seluruh aktivitas manusia, termasuk 

dalam bidang ekonomi dan bisnis, hendaknya dilakukan berdasarkan 

nilai-nilai islam. Seorang muslim yang ingin menjalankan usaha perlu 

                                                      
27

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: PT. Suara Agung, 
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memahami hukum-hukum syariah yang mengatur perdagangan, agar 

tidak terlibat dalam praktik yang diharamkan dan merugikan 

masyarakat. Dalam bermuamalah, penting untuk membangun sistem 

dan lingkungan yang dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan.
28

 

b. Taqwa dan Ridha 

Prinsip atau asas taqwa dan ridha menjadi prinsip utama 

tegaknya sebuah institusi islam dalam bentuk apapun asas taqwa 

kepada Allah dan ridha- Nya. Tata kelola bisnis dalam islam juga 

harus ditegakkan di atas pondasi taqwa kepada Allah dan ridha- Nya 

dalam QS At-Taubah: 109. 

َُُّۥ  ُْيَٰ ٍْ أعََّظَ تُ ًَ َُُّۥ أفََ ُْيَٰ ٍْ أعََّظَ تُ ٌٍ خَيْشٌ أوَ يَّ َٰٕ سِضْ َٔ  ِ ٍَ ٱللَّّٰ ٰٖ يِ َٕ ٰٗ ذمَْ عَهَ

وَ  ْٕ ذِٖ ٱنْمَ ْٓ ُ لَْ يَ ٱللَّّٰ َٔ َُّىَ ْۗ  َٓ اسَ تۦِِّ فِٗ ََاسِ جَ َٓ َْ َْاسٍ فَٲ ٰٗ شَفَا جُشُفٍ  ٍَ  عَهَ ي ًِ هِ
 ٱنظَّٰ

Artinya: “Maka  apakah  orang-orang  yang mendirikan masjidnya di 

atas dasar taqwa kepada Allah dan keridhaan-Nya itu yang baik, 

ataukah orang-orang yangn mendirikan bangunannya ditepi jurang 

yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia 

kedalam neraka jahanam. Dan Allah tidak memberikan petunjuk 

kepada orang-orang yang dzalim.
29

 

 

Dalam  melakukan suatu bisnis hendaklah atas dasar suka-

sama suka atau sukarela. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan 

muamalah, misalnya perdagangan, dilakukan dengan pemaksaan 

ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan 
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tersebut. Prinsip ridha ini menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik 

dari para pihak. 

 

c. Ekuibrilium (Keseimbangan dan Keadilan) 

Tawazun atau mizan (keseimbangan) dan al-„adalah 

(keadilan) adalah dua buah konsep tentang ekuilibrium dalam islam. 

Tawazun biasanya digunakan untuk menggambarkan keseimbangan 

dalam hal-hal yang bersifat fisik atau alam, seperti keteraturan alam 

semesta, Namun, konsep ini juga berpengaruh dalam kehidupan sosial 

manusia. Sementnara itu, al-,adalah lebih fokus pada keadilan dalam 

hubungan antar manusia, terutama dalam kehidupan masyarakat, 

termasuk dalam bidang ekonomi dan bisnis. Keadilan ini merupakan 

bagian dari nilai tauhid dalam kehidupan sosial.
30

 Allah berfirman 

dalam QS Ar-Rahman: 7-9, sebagai berikut: 

انغَّ  َٔ  ٌَ يۡضَا ًِ ضَعَ انۡ َٔ َٔ ا  َٓ آٖءَ سَفعََ ًَ٧ ٌِ يۡضَا ًِ ا فِٗ انۡ ٕۡ ٕا ٨  الََّْ ذطَۡغَ ًُ الَِيۡ َٔ

 ٌَ يۡضَا ًِ لَْ ذخُۡغِشُٔا انۡ َٔ ٌَ تِانۡمِغۡظِ  صۡ َٕ   ٩  انۡ

Artinya :  Dan    langit   telah   ditinggikan-Nya    dan  Dia  ciptakan  

keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan 

tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu 

mengurangi keseimbangan itu.
31

 

 

              Dari kandungan surah tersebut, Allah menjelaskan Dia 

meninggikan langit dan menetapkan mizan (timbangan), agar manusia 

tidak melampaui batas dan selalu menegakkan keadilan. Timbangan 
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disini tidak hanya bermakna alat ukur, tetapi juga sebagai simbol 

keadilan dan keseimbangan dalam seluruh aspek kehidupan. 

   Penciptaan alam semesta alam semesta juga dilakukan 

dengan kebenaran dan keadilan, agar segala sesuatu berjalan 

seimbang. Maka manusian dilarang berbuat dzalim, termasuk 

dalam praktik ekonomi seperti menipu timbangan atau 

menguranginya. Dalam hal keadaan sosial, setiap orang yang 

membuat perjanjian harus bersikap jujur saat menyampaikan 

maksud dan kondisinya, menepati apa yang sudah disepakati, dan 

menjalankan semua kewajibannya dengan benar.
32

 

d. Kemashlatan  

Secara umum, mashlahat diartikan sebagai kebaikan 

(kesejahteraan) dunia dan akhirat. Para ahli ushul fiqh 

mendefenisikannya sebagai segala sesuatu yang mengandung 

manfaat, kebaikan dan menghindarkan diri dari mudharat dan 

kerusakan. Imam al Ghazali menyimpulkan bahwa mashlahat 

adalah upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan 

dasar, yakni:  

1. Pemeliharaan agama (hifhzul-din) 

2. Pemeliharaan jiwa (hifhzul-nafs) 

3. Pemeliharaan akal (hifdzul-„aql) 

4. Pemeliharaan keturunan (hifdzul-nasl) 

                                                      
32
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5. Pemeliharaan harta benda (hifdzul-mal) 

       7.  Prinsip-prinsip GCG Menurut Ekonomi Syariah   

Beberapa prinsip dalam ajaran islam mendukung terlaksananya 

Good Corporate Governance (GCG) di LAZISMU, adalah prinsip-prinsip 

yang bersumber dari ajaran dan sistem syariah. Prinsip-prinsip syariah 

tersebut memberikan panduan etik dan spiritual dalam setiap proses 

pengelolaan lembaga, baik dalam hal penghimpunan maupun penyaluran 

dana umat. 

Pelaksanaan prinsip syariah dalam tata kelola LAZISMU dapat 

ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu perspektif mikro dan makro. Dari 

sisi mikro, nilai-nilai syariah menuntut agar seluruh dana yang diterima 

dan dikelola oleh lembaga dilakukan dengan tingkat kehati-hatian yang 

tinggi, penuh integritas, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas. 

Nilai-nilai tersebut mencakup kejujuran (shidq), tanggung jawab 

(amanah), keadilan („adalah), serta konsistensi dalam menjalankan prinsip 

kebaikan (istiqamah).  

Islam menunjukkan bahwasanya tujuan hidup (usaha) bukan hanya 

materi (penciptaan nilai terukur pada barang-barang material), hal ini 

sinkron dengan apa yang dipaparkan pada laman sebelumnya, bahwasanya 

bagi Islam kekayaan adalah tujuan akhir dari lima Tujuan Syariah. 

Ingatlah bahwa dalam Islam mencapai tujuan kemakmuran manusia adalah 

kesejahteraan (kebahagiaan) tidak dalam dunia sajatapi di akhirat juga.  

Perspektif good corporate governance menurut syariah, yaitu: 
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a. Siddiq 

            Siddiq artinya kebenaran atau jujur serta menekankan pada 

perkataan, kepercayaan dan tingkah laku sesuai prinsip islam. Tanpa 

ada pertentangan atau perbedaan yang sengaja dibiarkan diantara kata 

dan perbuatan. Nilai ini mencerminkan bahwa pengelolaan dana 

masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang 

diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-acara yang meragukan 

(subhat) terlebih lagi yang bersifat haram.
33

Selanjutnya Allah 

berfirman dalam QS At-Taubah ayat 119: 

ا انَّزِ  َٓ ٍَ يٰٖٓايَُّ ذِلِيْ ا يَعَ انصه ْٕ َُ ْٕ كُ َٔ  َ ٍَ اٰيَُُٕا اذَّمُٕا اللّٰه ٩١١۝يْ  
       

 

Artinya: “Hai   orang-orang  yang beriman,  bertaqwalah   kepada  

Allah dan bersama orang-orang yang benar”. 
34

 

 

Selanjutnya Allah berfirman dalam QS. Al-mutaffifin 1-6 

 Artinya : Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam) menakar 

dan menimbang)  , (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran 

dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka 

menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi, 

Tidakkah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan 

dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) pada hari (ketika) 

semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. 
35

 

 

Dari ayat-ayat ini menekankan perlunya kejujuran serta 

keadilan saat proses negosiasi tanpa memandang siapapun yang 
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bertransaksi dan Allah mengharamka berbohong, curang, manipulasi 

dan perjudian dengan tegas sebab menjadi penyebab ketidak 

beruntugan dalam dunia dan akhirat. Sikap jujur ditunjukkan pada 

keujuran dan ketelitian, termasuk dalam hal ketepatan waktu, janji, 

pelayanan, pelaporan, memberi pengakuan jika kelemahan dan 

kekurangan untuk terus diperbaiki, dan menahan diri dari 

kebohongan serta penipuan terhadap diri sendiri, rekan kerja , 

perusahaan dan rekanan. 

b. Amanah 

Amanah adalah prilaku yang seharusnya wajib ada dalam diri 

semua umat muslimin yang menggambarkan pertanggung jawaban 

ketika menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya. Menjaga 

dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran di dalam mengelola 

dana yang diperoleh dari pemilik dana (shohibul maal) sehingga 

timbul saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola 

dana investasi (mudharib). Disebutkan pula dalam surah An-Nisa ayat 

58:  

ارِاَ َٔ ا   َٓ هِ ْْ ٗ اَ
دِ انِٰٖٓ ُٰ ا الْْيَٰ ٌْ ذؤَُدُّٔ َ يَأيُْشُكُىْ اَ ٌَّ اللّٰه ا تِانْعذَلِْْۗ  اِ ْٕ ًُ ٌْ ذحَْكُ ٍَ انَُّاطِ اَ رىُْ تيَْ ًْ حَكَ  

ا  ًَّ َ َعِِ ٌَّ اللّٰه يْعاً ۢ تَصِيْشًا  اِ ًِ ٌَ عَ َ كَا ٌَّ اللّٰه ْۗ اِ ّٖ يعَِظُكُىْ تِ   

Artinya: “Sesungguhnya Allah  memberikan  perintah  pada  mereka  

yang pantas mendapatkannya dan memerintahkan ketika kamu 

membuat aturan diantara manusia, untuk memutuskan dengan 

bijaksana, sesungguhnya Allah memberimu ajaran palingn baik, 

sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat”. 
36
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  Tanggung jawab dan kepatuhan terhadap peraturan atau syariat. 

Sehingga para wali amanah tidak boleh manipulasi atau menipu 

kepercayaan untuk kepentingan sendiri, golongan, atau kelompok yang 

dapat merugikan orang lain. 

c. Tabligh 

Tabligh dalam konteks ekonomi syariah keterbukaan atau 

transparansi. Dalam dunia bisnis dan kelembagaan, dimana 

kepemilikan dan kegiatan usaha melibatkan banyak pihak, prinsip 

transparansi menjadi hal yang penting. Transparansi ini dapat 

diwujudkan melalui pencatatan atau pelaporan yang jelas atas setiap 

transaksi dan pengelolaan dana, sesuai prinsip-prinsip syariah.
37

 

Al-Qur‟an juga menekankan pentingnya pencatatan transaksi, 

seperti yang tertuang dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, yang 

merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur‟an. Dalam ayat tersebut, 

Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk mencatat utang 

piutang yang memiliki jatuh tempo tertentu secara tertulis, dengan 

disaksikan oleh dua orang saksi. Jika tidak ada dua laki-laki, maka 

satu laki-laki dan dua perempuan yang terpercaya bisa menjadi saksi, 

agar jika salah satu lupa, yang lain dapat mengingatkannya. Pesan 

utama dari ayat ini adalah bahwa setiap transaksi keuangan harus 

dicatat dengan baik dan didasarkan pada kejujuran serta tanggung 

jawab. Pencatatan bukan hanya berguna untuk mengingat peristiwa 
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masa lalu, tetapi juga menjadi dasar dalam menghitung keuntungan 

dan kerugian, serta memastikan bahwa dana yang dikelola benar-

benar akurat, adil, dan bisa dipertanggung jawabkan. 

d. Fathanah 

Fathanah (Kompetensi) adalah kualitas yang harus dimiliki 

pengusaha yaitu pengetahuan yang luas tentang bisnis Islam, banyak 

keterampilan atau kemampuan untuk menangkap selera pembeli 

barang dan jasa. Nabi mencontohkan tidak mengambil keuntungan 

berlebihan dibandingkan pedagang lainnya. Merasa altruistis 

merupakan bentuk dari sikap Fathanah, yang artinya tidak 

memikirkan keuntungan diri sendiri. Oleh karena itu, karakter 

Fathanah itu perlu sekali untuk pelaku bisnis, sebab perilaku tersebut 

terkait dengan pengembangan keterampilan ataupun keterampilan 

profesional yang dilandaskan dengan nilai-nilai budi pekerti yang 

baik pada pengembangan serta implementasi skema pengembangan 

usaha untuk meningkatkan kesejahteraan pemangku kepentingan dan 

masyarakat. Dalam kebebasan Berbeda dengan pedagang tradisional 

yang hanya fokus pada kesejahteraan pemegang saham. 

Pada Syariah Islam, harta dipandang sebagai suatu titipan 

(amanah) yang mana setengah harta yang dititipkan merupakan hak 

yang lainnya dan orang tersebut wajib memberikan harta itu pada 

yang lainnyayang berbentuk zakat menurut kaidah Islam 

(rahmatanlil‟alam). Tak serupa dengan prinsip kepemilikan dalam 
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ekonomi kapitalisme yaitu kepemilikan penuh yang diterima secara 

luas.
38

 

8. Definisi Zakat, infaq, Shadaqah 

a. Pengertian Zakat 

Zakat merupakan isim masdar yang berasal dari kata zakah 

yang berarti berkah, tumbuh, suci, baik, dan berkembang. Secara 

istilah syariat, zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta 

yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan diberikan kepada 

golongan yang berhak menerimanya (mustahiq), sebagai bentuk 

ketaatan kepada Allah.
39

 

Zakat dapat diartikan sebagai pembersih diri yang terjadi 

setelah kewajiban pembayaran zakat dilakukan. Maka dari itu, harta 

benda yang sudah dikeluarkan zakatnya akan membersihkan jiwa 

manusia dari sifat egois, kikir, dan tamak. Seorang muslim atau badan 

usaha wajib mengeluarkan zakatnya dan diberikan kepada orang yang 

berhak mendapatkannya sesuai dengan ketentuan syariat.  

b. Dasar Hukum Zakat 

Imam Nawawi menyatakan bahwa zakat merupakan salah satu 

rukun Islam dan kewajiban syariat yang memiliki landasan kuat dari 

Al-Qur‟an, Hadis, dan Ijma‟ (kesepakatan para ulama). Zakat tidak 

hanya wajib atas orang kaya, tetapi juga memiliki fungsi sosial untuk 
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mengentaskan kemiskinan, dan wajib dipungut dari orang yang telah 

memenuhi syarat-syarat tertentu (nishab dan haul). 

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 43: 

 

 ٍَ كِعِي ٱسْكَعُٕا۟ يَعَ ٱنشَّٰ َٔ جَ  ٰٕ كَ ءَاذُٕا۟ ٱنضَّ َٔ جَ  ٰٕ هَ ٕا۟ ٱنصَّ ًُ ألَِي َٔ  

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah 

bersama orang yang rukuk”.
40

 

 

           Selanjutnya dalil hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan 

dari Ibnu abbas Ra, bahwa Rasulullah bersabda yaitu: 

 

عَهَّىَ تعَثََ يُعَاراً  َٔ  ِّ ُ عَهَيْ ٌَّ انَُّثِيَّ صَهَّٗ اللّٰه ا أَ ًَ ُٓ ُْ ُ عَ ٍِ عَثَّاطٍ سَضِيَ اللّٰه ٍْ اتْ عَ

، فَمَالَ:  ٍِ ًَ ٌْ لَْ »إنَِٗ انْيَ ادجَِ أَ َٓ ىْ إنَِٗ شَ ُٓ ٌْ ادْعُ ِ، فَئِ أََيِّ سَعُٕلُ اللّٰه َٔ  ،ُ  إنَِّٰ إِلَّْ اللّٰه

وٍ  ْٕ اخٍ فِي كُمِّ يَ َٕ ظَ صَهَ ًْ ىْ خَ ِٓ َ افْرشََضَ عَهَيْ ٌَّ اللّٰه ىْ أَ ُٓ ًْ ُْىْ أطََاعُٕا نِزٰنِكَ، فَأعَْهِ

َ افْرشََضَ عَهَيْ  ٌَّ اللّٰه ىْ أَ ُٓ ًْ ُْىْ أطََاعُٕا نِزٰنِكَ، فَأعَْهِ  ٌْ نَيْهَحٍ، فَئِ َٔ ٍْ ىْ صَذلََحً ذؤُْخَزُ يِ ِٓ

ىْ  ِٓ ىْ، فَرشَُدُّ عَهَٗ فمُشََائِ ِٓ  أغَُْيَِائِ

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a sesungguhnya rasulullah telah 

mengutus Mu‟adz bin Jabal ke negeri yaman. Nabi Muhammad SAW  

bersabda: serulah (ajaklah) mereka untuk mengakui bahwa tiada tuhan 

selain Allah, jika mereka telah menerima itu diberitahukan bahwa 

Allah mewajibkan shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika hal 

ini mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah ta‟ala mewajibkan atas 

mereka zakat yang diambil dari orang-orang mereka, dan berikanlah 

kepada orang fakir mereka”. (HR. Bukhari no. 1395, Muslim no. 

19).
41

 

 

Selain Al- Qur`an dan Hadist sebagai sumber hukum zakat, 

                                                      
40

 Q.S Al-Baqarah(1):43, h. 14. 
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  Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Hadis no. 1395; Muslim bin 
Hajjaj, Shahih Muslim, Hadis no. 19. 
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pemerintah pun membuat peraturan perundang-undangan tentang 

pengelolaan zakat yakni UU No. 23 Tahun 2011 selain itu pengelolaan 

zakat juga diatur dalam PSAK 109 Akuntansi zakat, infak, dan 

shadaqah karena itu, kewajiban bagi setiap muslim untuk bersyukur 

kepada Allah atas nikmat harta yang telah dianugerahkan kepadanya 

dengan cara menunaikan zakat dari harta tersebut, sehingga Allah 

menambah harta baginya lebih banyak lagi.
42

 

c. Macam-macam Zakat 

Zakat terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu: 

1) Zakat Fitrah  

Zakat fitrah adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh 

setiap muslim menjelang Idul Fitri, sebagai bentuk pensucian jiwa 

dan bantuan kepada fakir miskin. Bila yang bersangkutan memiliki 

kelebihan harta untuk keperluan pada hari itu dan malam harinnya. 

Adapun kadar yang dibayarkan adalah satu sha‟ yaitu 2,5 kilogram 

dari makanan pokok, seperti gandum,kurma, atau beras. 

2) Zakat Maal  

Zakat maal ialah zakat diwajibkan atas harta yang 

berkembang (seperti emas, perak, hasil pertanian, dan hewan 

ternak), dengan syarat telah mencapai nishab sebesar 85 gram dan 

haul sekama 1 tahun atau 12 bulan. 
43

 

 

                                                      
42

 Fitri Yanti, “ Faktor-faktor Keputusan Muzakki untuk Berzakat Melalui Lembaga Amil 

Zakat”, dalam Journal of Youth Research and Studies, Volume  4 No 2., Desember 2023, h. 264. 
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d. Infaq 

Infak berasal dari kata anfaqo-yunfiqu yang berarti mengeluarkan 

atau membelanjakan harta, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, 

maupun untuk jalan Allah. Dengan demikian infaq hanya berkaitan 

dengan atau hanya dalam bentuk materi saja, adapun hukumnya ada 

yang wajib (termasuk zakat, nadzar), ada infaq sunnah, mubah bahkan 

ada yang haram. Dalam hal ini infaq hanya berkaitan dengan materi. 

Secara istilah, infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk 

kepentingan yang dibolehkan oleh syariat, baik wajib maupun sunnah, 

baik kepada fakir miskin, kerabat, atau untuk kepentingan umum. 

Infak mencakup zakat, sedekah, maupun pengeluaran lainnya yang 

diniatkan sebagai ibadah. 
44

 

e. Keutamaan Berinfak 

Keutamaan berinfak: 

1) Menghapuskan dosa dan membersihkan jiwa 

2) Mendapatkan pahala berlipat ganda 

3) Tanda keimanan yang kuat 

4) Tidak mengurangi harta.
45

 

 

f. Shadaqah 

Secara etimologi, kata shadaqah berasal dari bahasa arab ash-

shadaqah yang diartikan dengan pemberian yang disunnahkan. 
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 Ibid.,h.328 
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 Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, Op. Cit. h 118.  



36 

 

 

 

Sedangkan secara terminologi shadaqah adalah memberikan sesuatu 

tanpa ada tukarannya karena mengharapkan pahala dari Allah SWT. 

Shadaqah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang 

yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima 

shadaqah,tanpa serta imbalan. Shadaqah atau yanng sering ditulis 

dalam bahasa indonesia dengan sedekah memiliki makna yang lebih 

luas lagi dari zakat dan infaq. Shadaqah merupakan salah satu 

kewajiban yang dilakukan oleh seorang muslim yang telah berlebihan 

hartanya.
46

 

Menurut kaidah umum tiap kebijakan termasuk sedekah. Jadi 

sedekah mempunyai arti yang luas, mulai dari hal yang terkecil seperti 

senyuman, kata-kata yang manis, dan rasa hormat terhadap orang lain, 

hingga hal yang bersifat pribadi seperti menungkap rasa senang kepada 

isteri. Hal yang membuat tidak diterimanya sedekah adalah menyebut-

nyebut pemberiannya dan menyakiti hati yang menerimanya, atau 

mempunyai sifat riya‟, serta sedekah tidak akan diterima oleh Allah 

jika harta haram. 

       9. Hikmah Zakat, Infak, dan Shadaqah 

Dalam berkehidupan masyarakat, tidak semua masyarakat 

mempunyai kedudukan yang sama , ada yang memiliki harta lebih dan 

tidak. Bahkan untuk makan sehari-hari mereka susah. Maka dari itu 

zakat dapat digunakan sebagai cara untuk mendistribusikan kekayaan 

                                                      
46

 Zulkifli, “Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Dhadaqah, Wakaf dan Pajak” 

(Yogyakarta: Kalimedia,2020), h.31. 
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orang kaya kepada orang yang membutuhkan. Adapun hikmah dari 

zakat, infak, dan sedekah sebagai berikut: 

a. Mensucikan jiwa 

b. Memperkuat iman 

c. Menghapuskan dosa 

d. Mencegah bencana 

e. Ungkapan syukur.
47

 

B. Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai 

tinjauan pustaka dan memiliki kesamaan topik dengan penelitian ini: 

Tabel II.1 

Penelitian Terdahulu 

   No Nama Peneliti Judul Penelitian Persamaan dan 

Perbedaan 

Hasil Penelitian 

1 Febriana Nur 

Rohmah 

(2024) 

Penerapan Prinsip 

Good Corporate 

Governance (GCG) 

dalam Meningkatkan 

Penghimpunan dan 

Pendistribusian 

Zakat, Infaq, 

Shadaqah 

(Studi Pada 

LAZISMU 

Kabupaten Nganjuk). 

Jenis Penelitian 

Kualitatif 

Deduktif 

 

Persamaan: 

Sama-sama 

meneliti 

penerapan GCG 

dalam lembaga 

zakat 

 

Perbedaan: 

Penelitiannya 

fokus pada 

LAZISMU 

Kabupaten 

Nganjuk, 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: 

1. Penerapan GCG di 

LAZISMU Kabupaten 

Nganjuk sudah 

diterapkan secara 

optimal, namun ada 

beberapa penerapannya 

yang belum optimal yaitu 

diindikator corporate 

social responsibility  

(CSR), dan melakukan 

kemitraan masyarakat 

pada prinsip 

responsibility, 

LAZISMU belum 

optimal karena lebih 
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sedangkan 

peneliti fokus 

pada LAZISMU 

Kota Pekanbaru 

mementingkan program 

kemanusiaan pada tahun 

2023. 

2. Penerapan GCG 

memberikan peran yang 

sangat berpengaruh 

karena penerapan GCG 

akan meningnkatkan 

kepercayaan  donatur 

terutama pada prinsip 

transparency, 

accountability, dan  

responsibility.
48

 

2  Khoirinisa Al 

Amina (2022) 

Pengaruh Good 

Corporate 

Governance (GCG) 

Terhadap 

Profitabilitas 

Perbankan Syariah di 

Indonesia 

(Studi Kasus Pada 

Bank Umum Syariah 

di Indonesia Tahun 

2016-2020) 

Jenis Penelitian 

Kuantitatif 

 

Persamaan :  

Sama-sama 

membahas dampak 

penerapan 

Corporate 

Governance (GCG) 

 

Perbedaan:  

Penelitiannya fokus 

terhadap 

profitabilitas pada 

bank syariah, 

sedangkan peneliti 

fokus kepada 

lembaga amil, 

zakat, infaq, 

shadaqah 

muhammadiyah 

(LAZISMU) kota 

Pekanbaru 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dewan 

direksi berpengaruh negatif 

terhadap profitabilitas, 

sementara dewan komisaris 

independen, kote audit, dan 

dewan pengawas syariah 

memiliki pengaruh positif, 

dengan tingkat signifkan 

yang bervariasi. Dewan 

direksi yang berjumlah 

besar dapat mengurangi 

efesiensi pengambilan 

keputusan, sedangkan 

dewan komisaris 

independen dan komite 

audit berperan 

meningkatkan transparansi 

serta akuntabilitas, yang 

berdampak pada 

kepercayaan publik dan 

peningkatan profitabilitas. 

Secara simultan, penerapan 

GCG berpengaruh positif 

terhadap Return on Assets 

(ROA), tetapi tidak 

sugnifikan terhadap Return 

of Equity (ROE), 

mengindikasikan bahwa 

aspek tata kelola yang 

efektif perlu ditingkatkan 

                                                      
48

 Febrina Nur Rohmah, Penerapan Prinsip Good Corporate (GCG) Dalam 

Meningkatkan Penghimpunan Dan Pendistribusian Zakat, Infaq, Shadaqah (Studi pada LAZISMU 

Kabupaten Nganjuk), Program Studi Perbankan Syariah,Fakultas Ekonomim dan Bisnis 
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untuk memastikan 

pertumbuhan keungan yang 

lebih stabil dan 

berkelanjutan dalam 

perbankan syariah.
49

 

3 Paat Safaat 

(2021) 

Pengaruh Prinsip 

Good Corporate 

Governance 

Terhadap Kinerja 

Lembaga 

Pengelolaan Zakat 

(studi BAZNAS 

Kabupaten Garut 

Jawa Barat) 

Jenis Penelitian 

Kuantitatif 

 

Persamaan:  

Sama-sama 

meneliti tentang 

prinsip Good 

Corporate 

Governance 

 

Perbedaan: 

Penelitiannya 

berfokus pada 

BAZNAS 

Kabupaten Garut, 

sedangkan peneliti 

fokus pada 

LAZISMU 

Pekanbaru menurut 

ekonomi syariah 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

lemabaga pengelola zakat 

menerapkan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, 

dan pertanggungjawaban 

dengan baik, serta menjaga 

profesionalisme dan 

mematuhi standar etika. 

Namun, prinsip 

independensi dan 

kewajaran tidak diterapkan 

secara optimal. Kinerja 

pengelolaan zakat di 

BAZNAS Kabupaten Garut 

dinilai meningkat 

berdasarkan nilai koefesien 

regresi setiap variabel. 

Secara keseluruhan, 

terdapat pengaruh 

signifikan dari penerapan 

prinsip GCG terhadap 

kinerja lembaga 

pengelola.
50

 

4 Aditya 

Chandra 

Meinaldy 

(2020) 

Analisis Prinsip 

GCG dan Penerapan 

PSAK 109 Tentang 

Akuntasi Zakat, 

Infaq, dan Sedekah 

pada LAZISMU 

(Lembaga Amil 

Zakat, Infaq, dan 

Sedekah 

Muhammadiyah 

Makassar ) 

Jenis Penelitian 

Kualitatif 

 

Persamaan: 

Sama –sama 

meneliti LAZISMU 

sebagai lembaga 

pengelola zakat 

 

Perbedaan: 

Penelitian ini 

melakukan 

penelitian pada 

Hasil penelitian 

menunjukkan Organisasi 

Pengelola Zakat (OPZ) di 

LAZISMU Makassar telah 

menerapkan prinsip GCG 

dengan baik. LAZISMU 

Makassar sebagai lembaga 

yang berwenang melakukan 

tugas pengelolaan zakat 

secara nasional telah 

melaksanakan tugas dengan 

fungsinya dengan baik, 

mulai dari penghimpunan, 

                                                      
49

 Khoirinisa Al Amina, Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap 

Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia Tahun 2016–2020), Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. 
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Lembaga Pengelolaan Zakat (studi BAZNAS Kabupaten Garut Jawa Barat, Jurusan Ekonomi 

Syariah, Fakultas Ekonomim dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 
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prinsi GCG dan 

penerapan PSAK 

109  tentang 

akuntansi zakat, 

infaq, dan sedekah 

pada LAZISMU, 

sedangkan peneliti 

membahas tentang 

penerapan prinsip 

GCG menurut 

ekonomi syariah. 

pendistribusian, dan 

pendayagunaan zakat, 

infaq, dan sedekah.  

Penghimpunan zakat, infaq, 

dan sedekah dilakukan 

dengan dua cara yaitu 

penyetoran langsung oleh 

muzakki dan penyetoran 

yang melalui perantara 

UPZ. LAZISMU Makassar 

menyusun laporan 

keuangan tanpa 

penjurnalan, hanya dengan 

mencatat penerimaan dan 

pengeluaran menggunakan  

sistem single entry..
51

 

5 Samsudin 

(2023) 

Pengaruh Good 

Corporate 

Governance (GCG) 

Terhadap Kinerja 

Keuangan pada 

BANK Syariah di 

Indonesia  

Jenis Penelitian 

Kuantitatif 

Persamaan:  

Sama-sama meniliti 

GCG dalam 

institusi berbasis 

syariah 

Perbedaan:  

Penelitiannya 

mengkaji pengaruh 

GCG terhadap 

kinerja keuangan, 

sementara peneliti 

mengkaji hubungan 

GCG dengan 

ekonomi syariah 

 Hasil penelitian 

menunjuklan bahwa Good 

Corporate Governance 

(GCG) berperan dalam 

meningkatkan transparansi, 

akuntabilitas, dan 

pengelolaan resiko di bank 

syariah. Namun, tidak 

semua elemen GCG 

memiliki dampak langsung 

terhadap kinerja keuangan. 

Dewan komisaris 

independen terbukti 

memberikan pengaruh 

positif, sementara dewan 

direksi dan dewan 

pengawas syariah memiliki 

hubungan yang tidak 

signifikan terhadap Return 

of Assets (ROA)
52

. 

 

 

C. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana 
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  Aditya Chandra Meinaldy, Analisis Prinsip Dan enerapam PSAK 109 Tentang 

Akuntnansi Zakat, Infaq, Dan Sedekah Pada LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah 

Muhammadiyah Makassa ), Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas 

Islam Negeri Alaudin Makasar, 2020.  
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 Samsudin, Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja 
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Implementasi Good Corporate Governance 

pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah 

Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Pekanbaru  

Implementasi Good Corporate 

Governance pada Lembaga Amil Zakat 

Infaq Shadaqah Muhammadiyah 

(LAZISMU) Kota Pekanbaru Menurut 

Ekonomi Syariah 

 

Hasil 

teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah di identifikasi sebagai 

masalah yang penting. Dalam penelitian ini memfokuskan mengenai 

implementasi good corporate governance pada LAZISMU Kota Pekanbaru 

Menurut Ekonomi Syariah. Fokus penelitian tersebut akan dibahas melalui 

prinsip-prinsip yang melekat secara umum dan syariah. Bagaimana hasil dari 

penerapan prinsip- prinsip tersebut dipadukan dengan hasil temuan lapangan 

sehingga sehingga memberikan kontribusi bagi LAZISMU Pekanbaru yang 

selanjutnya akan dibahas dalam bentuk model kerangka berfikir peneliti 

sebagai berikut: 

Gambar II.1 

Kerangka Berfikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

              Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), karena 

dalam memperoleh data, Peneliti harus datang langsung kelapangan untuk 

melakukan pengamatan dan memperoleh data dari tanya jawab (wawancara). 

Sedangkan, jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskirptif 

analitik, yaitu penguraian semua data yang telah terkumpul, baik yang berupa 

naskah, hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya 

sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas. 

B. Pendekatan Penelitian 

              Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya tidak berbentuk angka 

atau bilangan, tetapi berbentuk pernyataan-pernyataan atau kalimat.
53

 Metode 

deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan kondisi yang 

terdapat pada lembaga tersebut.
54

 Metode tersebut digunakan untuk 

mendeskripsikan penelitian tentang implementasi Good Corporate 

Governance (GCG). 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah 

                                                      
53

 Ma‟ruf Abdullah, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 
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Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Tuangku 

Tambusai No.72 M, Sukajadi.  Pekanbaru, Riau. (Instagram: 

lazismu_pekanbaru). 

Alasan peneliti mengambil lokasi ini karena  LAZISMU Pekanbaru 

memiliki relevansi yang kuat dengan kajian tentang Good Corporate 

Governance (GCG) dalam perspektif islam. Sebagai lembaga amil zakat yang 

menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas dan lain-lain, penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan 

dalam tata kelola lembaga serta mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mendukung maupun menghambat optimalisasi GCG di dalamnya. 

D. Subjek dan Objek penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diamati 

dalam penelitian sebagai sasaran. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek 

penelitian adalah LAZISMU Pekanbaru. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah hal yang menjadi pokok persoalan untuk 

kemudian akan diamati dan teliti
55

. Yang menjadi objek dari penelitian ini 

adalah Implementasi good corporate governance (GCG) pada Lembaga Amil 

Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Pekanbaru Menurut 

Ekonomi Syariah. 
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E. Informan Penelitian 

Penentuan subjek ini dilakukan berdasarkan metode purposive 

sampling yaitu peneliti menentukan sendiri sampel/informan penelitian 

yang memiliki kredibilitas memberikan informasi, maka peneliti memilih 

teknik Key Informan yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki 

berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Yang 

dijadikan informan dalam penelitian ini adalah manager, staf, dan muzakki 

LAZISMU Pekanbaru. Alasan peneliti mengambil informan ini karena 

terlibat dalam implementasi good corporate governance (GCG). 

Tabel III.1 

Key Informan 

No Informan Jumlah 

1 
Manager LAZISMU 

Pekanbaru 
1 

2 Staf Program 1 

3 Staf Administrasi dan SDM 1 

4 Muzakki 1 

Jumlah Keseluruhan 4 

 

F. Sumber Data  

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan 

informasi mengenai penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

diperoleh melalui dua jenis sumber data, yaitu: 

a. Data Primer, data langsung yang berkaitan dengan objek penelitian. Data 

tersebut dapat dikumpulkan dengan angket, kuisioner, wawancara, 

observasi, dokumentasi, dan sebagainya. Data yang diperoleh tersebut 
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harus dapat mencerminkan data primer yang dibutuhkan. Dalam penelitian 

ini, data primer yang digunakan peneliti adalah hasil wawancara dengan 

narasumber terkait. 

b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari hasil pengumpulan 

dokumen berupa laporan-laporan, buku pencatatan dan sebagainya dimiliki 

oleh instansi terkait serta informasi tertulis lainnya yang relevan dengan 

penelitian ini 

G. Teknik Pengumpulan Data 

             Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan 

wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna 

dalam suatu topik tertentu.
56

 Dalam wawancara penelitian ini yang menjadi 

informan adalah manajer, staf, dan muzakki LAZISMU Pekanbaru. 

H. Teknik Analisis Data 

Penggunaan analisis data dalam penelitian ini diambil dari teknik 

analisis data kualitatif yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman 

meliputi:
57

 

a. Reduksi Data 

Data yang direduksi mengacu pada proses pemilihan, 

memfokuskan, menyederhanakan, memisahkan, dan mengubah data 

asli yang terlihat dalam catatan di lapangan. Redaksi data ini memiliki 

                                                      
56

 Fenti Hikmawati, “Metodologi Penelitian”, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 

h. 83. 
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 Moleong, Luxy J. Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2017). 
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tujuan untuk menghasilkan informasi yang bermakna dan 

memudahkan dalam penarikan kesimpulan yang didapatkan dalam 

pengumpulan data tersebut. 

b. Penyajian Data  

Penyajian data membantu apa yang sedang terjadi atau sedang 

dilakukan. Kondisi ini akan memudahkan analisis lebih lanjut 

berdasarkan pemahaman yang relevan. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Pada langkah ini, peneliti akan menarik kesimpulan atau 

memverifikasi data yang dilakukan pada awal pengumpulan data 

dengan mencatat wawancara dilapangan dan hasil observasi. Penarikan 

kesimpulan menggunakan cara berfikir dariteori untuk kemudian 

dicocokkan dengan data lapangan atau dikenal dengan deduktif. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi 

Good Corporate Governance pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah 

Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Pekanbaru Menurut Ekonomi Syariah, 

maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip Good Corporate 

Governance (GCG) pada LAZISMU Kota Pekanbaru telah berjalan cukup 

baik. Transparansi diwujudkan melalui penyampaian informasi kepada 

publik dan muzakki, baik secara langsung maupun melalui media digital. 

Akuntabilitas terlihat dari struktur organisasi dan evaluasi kinerja yang 

jelas. Tanggung jawab telah dijalankan sesuai ketentuan syariah dan 

regulasi, sedangkan kemandirian dan kewajaran juga tercermin dalam 

proses pengambilan keputusan serta perlakuan adil terhadap seluruh pihak. 

Namun, prinsip tanggung jawab masih belum optimal, terutama 

dalam pemanfaatan media sosial dan teknologi digital. Minimnya 

penggunaan platform seperti TikTok dan YouTube membuat daya tarik 

terhadap generasi muda kurang maksimal. Selain itu, pelaporan mengenai 

dampak bantuan kepada mustahik masih jarang dilakukan, padahal hal ini 

penting untuk membangun kepercayaan muzakki. 
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2. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi 

Good Corporate Governance (GCG) pada LAZISMU Kota Pekanbaru 

telah mencerminkan nilai-nilai ekonomi syariah, khususnya prinsip shidiq, 

amanah, tabligh, dan fathanah. Nilai shidiq tercermin dari komitmen 

dalam menyampaikan informasi secara jujur melalui media sosial, website, 

dan laporan rutin kepada muzakki. Amanah terlihat dari pengelolaan dana 

yang sesuai ketentuan syariah dan perundang-undangan, namun masih 

terdapat kelemahan dalam penyampaian laporan dampak program kepada 

publik dan pemanfaatan media sosial yang belum optimal. Nilai tabligh 

ditunjukkan melalui keterbukaan komunikasi dan pencatatan kegiatan 

secara akurat, meski masih perlu diperkuat agar lebih menjangkau dan 

meyakinkan masyarakat. Sementara itu, prinsip fathanah tercermin dalam 

kemandirian pengambilan keputusan, pemetaan program berbasis survei, 

dan upaya inovatif dalam pengelolaan SDM serta kebijakan. Dengan 

demikian, secara umum LAZISMU telah berupaya menjalankan prinsip 

GCG sesuai nilai-nilai Islam, namun tetap diperlukan penguatan dalam hal 

pertanggungjawaban publik dan pemanfaatan teknologi digital agar 

kepercayaan dan partisipasi masyarakat terus meningkat. 

Implementasi GCG dalam perspektif syariah ini membuktikan 

bahwa LAZISMU tidak hanya memenuhi standar tata kelola modern, 

namun juga mencerminkan integritas moral dan nilai-nilai keislaman dalam 

pengelolaan dana zakat. 
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B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka 

peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan kepada 

pihak pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat 

disampaikan sebagai berikut: 

1. Kepada LAZISMU Kota Pekanbaru 

Bagi LAZISMU Kota Pekanbaru diharapkan untuk kedepannya tidak 

hanya fokus pada pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, tetapi juga 

aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya muzakki 

dan mustahik, mengenai pentingnya ekonomi syariah. Kemudian dapat terus 

meningkatkan kualitas pengelolaan zakat dengan cara memperluas edukasi 

kepada masyarakat mengenai pentingnya zakat dan tata kelolanya, serta 

disarankan untuk meningkatkan pemanfaatan media sosial yang lebih 

meluas dan modern agar mampu menjangkau generasi muda dan 

memperkuat daya tarik donasi. Selain itu, perlu ditingkatkan dokumentasi 

dan publikasi dampak dari program-program yang telah dijalankan, 

khususnya yang menyangkut perubahan kondisi mustahik. Hal ini penting 

untuk membangun kepercayaan muzakki secara berkelanjutan. 

2. Kepada Peneliti Selanjutnya  

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek 

penelitian kelembaga amil zakat lainnya agar dapat diperoleh perbandingan 
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yang lebih komprehensif mengenai implementasi Good Corporate 

Governance (GCG). Selain itu, pendekatan penelitian dapat dikembangkan 

dengan metode kuantitatif atau campuran (mixed method) agar hasil yang 

diperoleh tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan terukur. 

Peneliti juga dapat lebih fokus mengkaji peran teknologi digital dalam 

mendukung penerapan prinsip-prinsip GCG, khususnya dalam membangun 

kepercayaan publik, meningkatkan partisipasi donatur, serta mengukur 

dampak dari program-program zakat yang telah dijalankan. 
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LAMPIRAN 1 

 

Pedoman Wawancara 

 

Pertanyaan untuk manajer dan staff LAZISMU 

 

1. Apakah lazismu menyediakan informasi yang mudah diakses oleh pihak-pihak 

lain dan bentuknya seperti apa? 

2.  Apa saja hal-hal yang diberikan secara transparan, baik lembaga maupun 

personal? 

3. Bagaimana lembaga memberikan laporan keuangan kepada muzakki 

(donatur)? 

4. Apakah sistem yang ada disini sudah sesuai dengan perundang-undangan yang  

berlaku dan beroperasi dibawah pemerintah yang berkuasa? 

5.  Apakah lazismu sudah menetapkan fungsi dan tanggung jawab yang jelas 

kepada semua karyawan perusahaan? 

6. Apakah semua karyawan sudah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai 

pedoman? 

7. Bagaimana lazismu melaksanakan tanggung jawabnya terhadap muzakki, apa 

bentuknya? 

8. Bagaimana lazismu melaksanakan tanggung jawabnya terhadap mustahik? 

9. Bagaimana lazismu bertangngung jawab dalam memastikan dana ZIS 

disalurkan kepada mustahik secara tepat sasaran? 

10. Kepada siapa pertanggungjawaban lazismu dilakukan? 

11.  Bagaimana lazismu memastikan bahwa pengelolaan ZISKA, dilakukan secara 

mandiri dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan eksternal, seperti pihak 

donatur atau pemerintah? 

12. Apakah ada kebijakan/standar operasional yang diterapkan untuk menjaga 

objektivitas dalam pengambilan keputusan diinternal lazismu? 

13. Apakah lazismu telah memberikan keadilan kepada para muzakki, para 

pengajuan dan juga bagi karyawan lazismu ini sendiri dan bentuk keadilannya 

seperti apa? 



 

 

 

 

14. Apa lazismu hanya memberikan penyaluran dananya hanya ke mustahik yang 

muhammadiyah saja? 

Pertanyaan untuk muzakki 

1. Apakah LAZISMU ini sudah cukup transparan dalam menyampaikan 

informasi terkait pengumpulan dan penyaluran dananya? 

2. Apakah bapak biasanya menerima laporan penggunaan dana zakat dari 

LAZISMU? 

3. Bagaimana pandangan bapak mengenai pertanggungjawaban LAZISMU 

terhadap muzakki? 

4. Apakah bapak merasa yakin bahwa dana yang disalurkan telah digunakan 

secara bertanggungjawab? 

5. Apa saran bapak agar lazismu lebih baik kedepannya? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LAMPIRAN 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Wawancara bersama Bapak Fadhlullah Nury selaku Manajer LAZISMU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Wawancara bersama Bapak Abdul Rasyid selaku Staff program 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Wawancara bersama Ibu Rivani Agustin Selaku Staff Administrasi dan SDM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Wawancara bersama Bapak Dede Firmansyah selaku Muzakki  

 

        

 

 


